BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAMBAS

Menimbang:

Mengingat:

TAHUN 2015 - 2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

bahwa untuk mengarahkan pembangunan di
wilayah Kabupaten Sambas dengan memanfaatkan
ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna,
serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
keamanan, perlu diselenggarakan penataan ruang;
bahwa untuk mewujudkan keterpaduan
pembangunan antar sektor dan antar wilayah, maka
rencana tata ruang wilavah merupakan arahan
dalam pemanfaatan ruang bagi kepentingan secara
terpadu vang dilaksanakan Pemerintah/ Pemerintah
Daerah, masvarakat dan/atau dunia usaha;

bahwa untuk melaksanakan Pasal 78 ayat (4) butir c
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kabupaten
Sambas Nomor 8 Tahun 2002 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Sambas tidak sesuai lagi
sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Sambas Tahun 2015 - 2035;

Paszal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat 1l di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun
1953 Nomor 9} sebagai Undang-undang (Lembaran
Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1820);
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat I
Bengkayvang (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3823);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 MNomor 68 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723|;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956},

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan  (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966|;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
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Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006
tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4624),

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
tentang Jalan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 46535);

Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5086);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009
tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20089 Nomor 151, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5070);
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penataan Fuang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nemor 21, Tambahan Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5108);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010
tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat
dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
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Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor.
16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan
RTEW Kabupaten;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun
2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang
Daerah;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor
05/PRT/M/2010 tentang Pedoman Operasi dan
Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang
Surut;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-
[[/2010 Tentang Tata Cara Perubahan Fungsi
Kawasan Hutan;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
SK.936/Menhut-11/2013 tentang Perubahan
Peruntukan Kawasan Hutan;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.733/
Menhut- [1/2014 tentang Kawasan Hutan dan
Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor
10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang
Wilavah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 -
2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun
2010 Nomeor 2};

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

Menetapkan

dan
BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN
2015~ 2035.
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KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Paszal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kabupaten Sambas.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otoniomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagal unsur
penvelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Kepala Daerah vang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupat
Sambas.

Ruang adalah wadah vang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang
udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satukesatuan wilayah,
tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan
memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayvah Daerah wvang selanjutnya disingkat
RTRW Kabupaten adalah penjabaran RTRWFP yang memuat
ketentuan peruntukan ruang wilayah kabupaten.

Rencana struktur ruang wilavah kabupaten adalah rencana vang
mencakup rencana sistem perkotaan dalam wilayah kabupaten yang
berkaitan dengan kawasan pedesaan dalam wilayah pelayanannya
dan rencana sistem  prasarana wilayah  kabupatenyang
mengintegrasikan wilayah kabupaten serta melayani kegiatan skala
kabupaten, vang akan dituju sampai dengan akhir masa
perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki
hubungan fungsional.

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah
vang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan
peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Wilayah adalah ruang vang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait vang batas dan sistemnyva ditentukan
berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
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Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistemn darat dan
laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan
2.000 km® (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan
ekosistemnya.

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayvanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan
jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN
adalah kawasan perkotaan vang ditetapkan untuk mendorong
pengembangan kawasan perbatasan negara.

Pusat Kegiatan Wilayvah yang selanjutnva disingkat PKW adalah
kawasan perkotaan vang berfungsi untuk melayani kegiatan skala
provinsi atau beberapa kabupaten /kota.

Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnva disingkat PKL adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten
atau beberapa kecamatan.

Pusat PelayananKawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah
kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala
kecamatan atau beberapa desa.

Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah
pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala
antar desa.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala
bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya
vang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan
tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah
dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api,
jalan lori, dan jalan kabel.

Sistern jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan vang saling
menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan
wilayah vang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu
hubungan hierarki.

Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk
keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan
intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan
dan pemberangkatan kendaraan umum.

Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk
keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra
dan/atau antar moda transportasi.

Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan
untuk melayani angkutan sungai dan danau vang terletak di sungai
dan danau.
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Angkutan penyeberangan adalah angkutan vang berfungsi sebagai
jembatan vang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur
kereta api vang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut
penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya
melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan
laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal
tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan
dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya
melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan
laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan
bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai
temmpat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan
penveberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
Terminal adalah fasilitas pelabuhan vang terdiri atas kolam sandar
dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan,
tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat
bongkar muat barang,

Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan
vang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melavani
kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Bandar Udaraadalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan
batas-batas tertentu yang digunakan sebagail tempat pesawat udara
mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat
barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi,
vang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan
penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
Bandar Udara Pengumpul adalah bandar udara vang mempunvai
cakupan pelayvanan yang luas dari berbagai bandar udara yang
melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan
mempengaruhi  perkembangan ekonomi secara nasional atau
berbagai provinsi.

Wilavah Sungai vang selanjutnyva disebut WILAYAH SUNGAI adalah
kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih
daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yvang luasnya
kurang dari atau sama dengan 2.000 km?,

Daerah Aliran Sungai vang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu
wilayah daratan yvang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan
anak-anak sungainva, vang berfungsi menampung, menyimpan, dan
mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut
secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan
batas di laut sampai dengan daerah perairan vang masih terpengaruh
aktivitas daratan.

Cekungan Air Tanah yang selanjuinya disingkat CAT adalah suatu
wilayah wvang dibatasi oleh batas hidrogeclogis, tempat semua
kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan
pelepasan air tanah berlangsung.
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Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus
menerus atau musiman akibat drainase alamiah vang terhambat
serta mempunyai ciriciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis.
Daerah Irigasi Rawa selanjutnya disingkat DIR adalah wilayah
tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan pemerintah sebagai wilayah
pengelolaan sumber air.

Daerah Irigasi selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang
mendapat air dari satu jaringan irigasi.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau
budidava.

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup
sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk budidaya atas dasar kondisi dan potensi sumber daya
alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.,

Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang
terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Cagar Budaya adalah warisan bersifat kebendaan berupa Benda
Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya,
Situs Cagar Budava dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di
air vang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai
penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama,
dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari
benda alam atau benda buatan manusia, untuk memenuhi
kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.
Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan
manusia, baik vang bergerak maupun tidak bergerak, berupa
kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanva
vang memiliki hubungan erat dengan kebudavaan dan sejarah
perkembangan manusia.,

Situs Cagar Budaya ialah lokasi vang berada di darat dan/atau air
vang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya
dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia
atau bukti kejadian masa lalu.

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis vang memiliki
dua Situs Cagar Budava atau lebih yang letaknya berdekatan
dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area
memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya
lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh
secara alamiah maupun vang sengaja ditanam.

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau
ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya
sebagail hutan tetap.

Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai
fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan
untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi,
mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
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kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan vang mempunyai
fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Hutan Rakvat adalah hutan vang tumbuh di atas tanah milik rakvat
vang berada di luar kawasan hutan negara yvang didominasi
pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan
yvang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Kawasan Perkebunan adalah areal perkebunan yang terdin dan
beberapa hamparan dengan komoditas tanaman perkebunan tertentu
dengan luasan tertentu yang memenuhi skala ekonomi.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah pertanian yang
ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten
guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan
kedaulatan pangan nasional,

Kawasan Peruntukan Pertambanganadalahwilayvah vang memiliki
potensi sumber daya bahan tambang vang berwujud padat, cair, atau
gas berdasarkan peta/data geologi danmerupakan tempat
dilakukannyva seluruh tahapan kegiatan pertambangan vang meliputi
penyelidikan wumum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca
tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak
dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun
kawasan lindung.

kawasan Permukiman adalah kawasan di luar lahan konservasi yang
diperlukan sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang
berada di daerah perkotaan atau perdesaan.

Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah vang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara
nasional terhadap kedaulatan negara, peratahanan dan keamanan
negara, ekonomi, sosial, budava, dan/atau lingkungan, termasuk
wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

Kawasan Strategis Provinsi adalah wilavah yang penataan ruangnva
diprioritaskan karena mempunvai pengaruh sangat penting dalam
lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budava, dan/atau
lingkungan.

Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah vang penataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting
dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya,
dan/atau lingkungan.

Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yvang terletak
pada sisi dalam sepanjang batas wilavah Indonesia dengan negara
lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan
berada di kecamatan.

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan
tertib tata ruang.

Insentif adalah pengaturan vang bertujuan memberikan rangsangan
terhadap kegiatan seiring dengan penataan ruang.

Disinsentif adalah pengaturan vyang bertujuan membatasi
pertumbuhan atau mengurangi kegiatan vang tidak sejalan dengan
penataan ruang.

Peran masyarakat adalah partisipasi aktf masyarakatdalam
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, danpengendalian
pemanfaatan ruang.
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Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku
kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah vyang selanjutnya
disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk
mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan
mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan
Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Zonasi adalah pembagian kawasan kedalam beberapa zona sesuai
dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi
pengembangan fungsi-fungsi lain.

Peraturan =zonasi adalah ketentuan vyang mengatur tentang
persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan
disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan
zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

Bagian Kedua
Wilayah Perencanaan

Pasal 2

Wilayah Perencanaan meliputi seluruh wilayah daerah vang terletak
diantara 0°57'29 8 Lintang Utara hingga 2°04'53,1"Lintang Utara dan
diantara 108°54'17,0"Bujur Timur hingga 109°45'7,56"Bujur Timur
dengan luas wilayah kurang lebih 639.470(enam ratus tiga puluh
sembilan ribu empat ratus tujuh puluh) hektar.
Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) terdiri
atas sembilan belas kecamatan meliputi:

Kecamatan Paloh;

Kecamatan Tangaran,

Kecamatan Teluk Keramat;

Kecamatan Galing;

Kecamatan Sajingan Besar;

Kecamatan Sejangkung;

Kecamatan Sajad;

Kecamatan Subah;

Kecamatan Sambas;

Kecamatan Sebawi;

Kecamatan Tebas;

Kecamatan Tekarang;
. Kecamatan Jawai;

Kecamatan Jawai Selatan;

Kecamatan Semparuk;

Kecamatan Pemangkat;

Kecamatan Salatiga;

Kecamatan Selakau; dan

kecamatan Selakau Timur.
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